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NOMOR 61 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



uaerah Nornor 21 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan 
Susu nan Perangkat Daerah Kabupatcn Kolaka Timur, l 
menycbutkan bahwa kctentuan lebih lanjut mengenai 
Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja perangkat dacrah dan unit kcrja dibawahnya ditetapkan 
lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 
Kabupaten Kolaka Timur. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2013 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahur.. 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) scbagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
Tentang Pcmcrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

Mcngingat 

i • Mcnirnbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Pcraturan 

f 
l • 

K~~DUDUK1\N, SUSU:,JAN ORGANJSASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA DlNAS KOMUNIKASl, INFORMATIKA DAN PERSI\NDIAN 

KABUPATEN KOLAK/\ TIMUR 

DEN GAN RAHM AT TU!-!AN Y I\NG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

TENT ANO 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOL!\KJ\ TIMUR 
NOMOR 61 TAHUN 2016 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULA\VESI TENGGARA 

SALIN AN ( 



Pcrangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahar, 
bidang Kornunikasi, Informatika dan Persandian diwadahi dalam 
bentuk Dinas. 

Pasal 2 

BAB JI 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Beruuk Perangkat Daerah 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupatcn Kolaka Timur. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka 

Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Jnformatika clan Persanclian 

Kabupaten Kolaka Timur. 
6. KepalaDinas adalah Kepala Dinas Kornunikasi, lnforrnatika 

clan Pcr sandian Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD. 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional clan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 

8 .. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bcrisi 
Iungsi clan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian clan keterampilan tertentu. 

PERATURJ\N BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN FUNGS!, 
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 
Pf.!:RSAND!AN KABUPATEN KOLA!{,>\ TIMUR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahuru 
2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Revl!2.!il< 
lnclonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

o , Pcraturan Menteri Komunikasi clan lnformatika Rep:i_bl~~ 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoruan . .- .. 
Nomenklatur Pcrangkat Daerah Bidang Komunikasi .. dfil~ 
Informatika; t 

6. Peraturan Daerah Kabupatcn Kolaka Timur Nornor 21 Tahun 
2016tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

MEMUTUSKAN: 

. 2 . 

Mcnetapkan 

·. 



Dinas mernpunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan urusJn 
T 

pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah dan .tugas 
pembantuan di bidang komunikasi clan informatika dan bidang 
pcrsandian. 

Pasal 6 

PasalS 

Bagian Kesatu 
Kcdudukan Organisasi 

BAB Jll 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

( l) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas tipe B - · - · 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (lj 
berdasarkan hasil pengukuran iruensitas penyelenggaraan 
u rusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan 
Persandian. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan 
pcmerintahan bidang Komunikasi, Jnformatika dan Persandian 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2, adalah Dinas Komunikasi, 
Inforrnatika dan Persandian. 

(l) Dinas mcrupakan unsur pelaksana 
yang mcnjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nornenklatur Perangkat Dacrah 

.. 
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Pasal 7 

- 4 - 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kcbijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi 

publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi 
un tuk menduku ng kebijakan nasional dan pcmerintah daerah, 
pcnyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 
hubungan media, penguatan kapasitas sumber · daya 
kornunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan 
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan 
Teknologi Inforrnasi Komunikasi. layanan pengembangan 
in tranet dan pcnggu naan akses internet, Iayanan sis tern 
komunikasi intra pernerintah daerah, layanan keamanan 
inforrnasi e-Oovernment, layanan manajernen data dan 
informasi e-Governmcnt, layanan pengembanga.n dan 
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepernerintahan, 
pcnyelenggaraan ekosistem Teknologi Inforrnasi 
KomunikasiSmart City, penyelenggaraan Government Chief 
Information Officer pemerintah daerah, pengembangan sumber 
daya Teknologi Informasi Komunikasi pernerintah daerah dan 
rnasyarakat, layanan narna domain dan sub domain; bagi 
lernbaga, pclayanan publik dan kegiatan daerah; 

b. pelaksanaa.n kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah dacrah, pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan nasional ·, dan, 
pernerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan 
pengelolaan media kornunikasi publik,pclayanan informasi 
publik, layana.n hubungan media, penguatan kapasitas sumber 
daya kcmunikasi publik dan penyediaa.n akses informasi, 
layana.n infrastuktur dasar data center, disaster recovery 
center dan Teknologi lnformasi Komunikasi, layanan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 
layanan sistem kornunikasi intra pemerintah daerah, layanar; 
kearnanan informasi e-Government, layanan manajemen ctat'a 
dan informasi e-Covcrnment, layanan pengembangan dan 
pcngelolaan aplikasi gencrik dan spesifik dan suplemen yang 
tcrtntcgrasi. integrasi layanan publik dan kepemerintahan. 
pcnyclenggaraan ekosistern Teknologi Informasi Kornunikasi 
Smart City, penyclenggaraan Government Chief Information 
Officerperneriruah daerah kabupaten/kota, pengembangan 
su mber daya Teknologi lnformasi Komunikasi pemerintah 
daerah dan masyarakat, layanan nama domain da.n sub 
domain bagi lernbaga, pclayanan publik dan kegiatan daerah; 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal8 

[ l) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Infonnatika dan 
Persandian, terdiri dari : 
a. Kcpala Oinas; 
b. Sekrctariat; 
c. Bida.ng Komunikasi; 
d. Bidang lnforrnasi; 
e. Bidang Telcrnat ika; 
f. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan truktur Organisasi Dinas sebagaimana tercanturn dalarn --- ..; Larnpiran Peraturan ini. 

- 5 - 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan 
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, 
pcngclolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional 
clan perncrintah daerah, pcnycdiaan kontcn lintas sektoral dan 
pengelolaan media komunikasl publik, pelayanan informasi 
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber 
daya komu nikasi publik da.n penycdiaan akses informasi, 
layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 
center dan Tcknologi lnformasi Kornunikasi, laya.nan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 
layanan sistem kornunikasi intra pemerintah daerah, layanan 
keamanan inforrnasi e-Oovernment, layanan manajernen data 
clan informasi e-Govcrnmcnt, layanan pengembangan dan 
pengelolaan aplikasi gcnerik clan spesifik dan suplemen yang 
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepcmerintahan, 
pcnyclenggaraan ekosistem Teknologi Informasi 
Komunikasiornart City, penyclenggaraan Government Chief 
Information Officer) pemerintah daerah, pengembangan 
surnber daya teknologi informasi komunikasi ! pemerintah 
daerah clan masyarakat, layanan narna domain : dan .sub 
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerahj., 

d. pcnyiapan pcrumusan kebijakan, penyusunan peraturan, 
pengamanan dan pengcmbangan kompetensi sumber daya 'di 
bidang persandian lingkup Daerah yang meliputi tata kelola 
persandian, operasional pengarnanan persandian.serta 
pengawasan clan cvaluasi penyelenggaraan persandianlingkup 
Dae rah; 

e. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsi Dinas. 



PasaJ 12 

masyarakat, 
d. pcnyelenggaraan urusan keuangan, perbcndaharaan, 

akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan dan pengelolaan sarana; 

e pelaksanaan fungsi lain yang diberika.n oleh Kepala Dinas 
scsuai dengan tugas dan fungsinya. 

rumah tangga, 
serta hubungan 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (!), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pclaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 
b, penyusunan rencana program dan anggaran; 
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan 

kepegawaian, hukurn, dan organisasi 

(l) Sekreta.riat mcrnpunyai tugas melaksankan 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
adrninistrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas. 

(2) Sekretanat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bcrtanggungjawab 
kepada Kepala Dinas, 1 

Pasal 11 

Pas.:i.I 1 O 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

( l), dipimpin 
bawah dan 

( l) Sckrciariat tcrdiri aras : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Tata Usaha. 

(:2) Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat 
oleh Ke pa la Sub Bagi an yang berada di 
bcrtanggungjawab kepada Sekretaris. 

Kepala Dinas mempunyai tugas mernirnpin 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pernerintahan di bidang 
Komunikasi, lnformatika dan Persandian yang rnenjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
bcrtanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas. 

Bagian Kesatu 
KepalaDinas 

BAB!V 
TUGAS DAN PUNGSI 

- 6 - 

Pasal 9 



Pasal 15 

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 14 ayat (1), Bidang Komunikasi menyelenggarakan Iungsi : 
a. penyiapan bahan perurnusan kebijakan di bidang serta 

pernantauan, evaluasi, dan pclaporan di bidang pengelolaan 
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, 
pengelolaan informasi untuk rnendukung kebijakan nasional 
clan pernerintah daerah, pclayanan informasi publik, 
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
kornunikasi publik di daerah; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kcbijakan di . bidang 
pcngelolaan opini dan aspirasi publik cli lingkup pernerintah 
daerah, pcngelolaan informasi untuk mendukung kebijakan 
nasional dan pernerintah daerah, pelayanan informasi publik, 
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik di daerah; 

( l) Oirtang Komu nikasi mempunyai tu gas menyiapkan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pcmberian bimbingan teknis dan 
supcrvisi, serta pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pengelolaan opini clan aspirasi publik di lingkup pemerintah J 
daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan 
nasional dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi 
publik cli Daerah. 

(2) Bidang Kornunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Komunikasi 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas 

' rnclakukan koordinasi penyusunan rencana progr~ q~ 
anggaran serta adrninistrasi keuangan, pengelolaan ,barang 
milik negara dan sarana program Dinas. 

(2) Sub BagianTata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat ( l) huruf b, mernpunyai tugas melakukan pemberian 
dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
kepegawaian, arsip dan dokumcntasi Dinas. 

I 

/ 
I 
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Pasal 13 



( l) SeksiPcngclolaan lnformasidan Telekomunikasisebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
mer:.yiapkan bahan pcrurnusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, .d 
pernberian bimbingan teknis dan supervisi, sert 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi 
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerint 
daerah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan nasional clan pemerintah dacrah scrta pelayanan 
inforrnasi publik di Daerah. 

( 1) Bidang Komunikasi, terdiri atas : 
a. Seksi Pengelolaan lnformasi dan 'I'elekornunikasi; 
b. Seksi Hubungan Kelembagaan; 
c. Seksi Pcrsandian 

(2) Scksi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Komunikasi. 

Pasal 16 

Pasal 17 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proseclur, dan 
kriteria penyclenggaraan di bidang pengelolaan opini' dan 
aspirasi publik di Jingkup pemerintah daerah, pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan nasional 'ctw; 
pemerintah dacrah, pelayanan inforrnasi publik, penyediaan - ' 
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 
publik di daerah; 1 

d. penyiapan bahan pembcrian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang pengelolaan opini clan aspirasi publik di lingkup 
pemerintah daerah. pengelolaan infonnasi untuk mendukung 
l<ebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelay~an 
informasi publik, penycdiaan konten lintas sektoral clan 
pcngelolaan media kornunikasi publik di daerah; " 

c. pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan 
opini clan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, 
pcngelolaan infonnasi untuk mendukung kebijakan nasional 
dan pemerintah daerah, pclayanan informasi pt!_~lik, 
penycdiaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
kornunikasi publik di daerah; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

- 8 . 



Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (1), Bidang Informasi menyclenggarakan fungsi: 
a. pcnylapan bahan perurnusan kebijakan di bidang Layanan 

lnfrastruktur dasar data center, disaster recovery center & 
teknologi informasi komunikasi pernerin tah daerah, Jayanan 
pcngcmbangan intranet dan penggunaan akses internet, ~ 
layanan pengcrnbangan clan pengelolaan aplikasi gcnerik, 
spesifik & suplcrnen yang terintegrasi, Iayanan manajemen 
data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan 
kepemeriruahan, layanan keamanan informasi e-Oovernment 
dan layanan sistem komunikasi intra pernerintah di daerah; 

PasaJ 19 

(J) Uidang lnforrnasi mempunyai tugasmenyiapkan perurnusan 
dan pelaksanaan kcbijakan, penyusunan norma, standari •· 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pernantauan, cvaluasi, dan pelaporan di 
bidang Layanan lnfrastruktur dasar Data Center, Disaster 
Recovery Centerdan teknologi informasi komunikasi 
pernerintah daerah, layanan pengembangan Intranet dan 
pcnggunaan akses internet, layanan pengembangan clan 
pengclolaan aplikasi generik, spcsifik & suplemen ! y~ng 
terintegrasi. layanan manajemen data informasi e­ 
government, intcgrasi layanan publik dan kepernerintahan, 
layanan keamanan informasi e-Govemment clan layanan 
sistem kornunikasi intra pemerintah dacrah. 

(2) Bidarig lnformasi sebagairnana dimaksud pada ayat ,(1), - . ' 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang lnformasi 

- 9 - l 
(21 Scksi Hubunga.n Kelembagaan sebagaimana dirnaksud ctaJam 

Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas rnenyiapkan 
bahan pcrurnusan dan pclaksanaan kebijakan, penyusun~ 
norrna, standar, prosedur dan kriterta, dan pernbertan 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pernantauan, evaluasi, 
clan pelaporan terkait fungsi Pcnycdiaan Konten Lintas 
Sektoral dan Pcngelolaan Media Komunikasi Publik di 
Dacrah. 

(3) Seksi Persandian sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 16 ayat 
(l) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kcbijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pernberian bimbingan teknis da.n 
supervisi, serta pernantauan, evaluasi, dan pelaporar. 
petaksanaanpcrsandian di Daerah. 

I 
I 
' I 



(l) Didang Informasi, terdiri atas: J 
a. Seksi Pengelolaan lnformasi; I 
b. Seksi Pcnyiaran; 
c. Seksi Pengeinbangan Perangkat Lu nak dan Situs Web 

Daerah. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 

Kcpala Seksi yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Kepala Bidang Informasi. 

Pasal 20 

- 10 - 
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b. pcnyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, oan 
kriteria penyclenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar 
data center, disaster recovery centerdan teknologi informasi 
kornunikasi pcrnerintah dacrah, layanan pengernbangan 
Intranet dan penggunaan akses internet, layanau 
pcngembangan dan pengelolaan apltkasi generik, spesifik & 
suplernen yang terintegrasi, Jayanan manajemen data informasi 
e-governrnent, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 
layanan kcamanan informasie -Oovernment dan layanan 
sistcm kornunikasi intra pemerintah di daerah; 

c. penyiapan bahan pcmberian bimbingan tcknis dan supervisi di 
bioang layanan lnfrastruktur dasar Data Center, Dlsastei 
Recovery Center&tcknologi informasi komunikai Pcmerintah 
Daerah, Layanan pengernbangan intranet dan penggunaan 
akscs internet, layanan pengembangan dan pengelolaan 
apltkasi genertk, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 
layanan manajcmen data informasi e-Government, integrasi 
Jayanan publik dan kepemerintahan, layanan kea.manan 
inforrnasi e-Government, dan layanan sistern komunikc1.si_i~_~r~ 
pemerintah di daerah; · 

ct. pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan di bidang ! layanan 
inlrastruktur dasar data center, disaster recovery. centerdan 
teknologi infonnasi komunikasi pemerintah daerah, · layanan 
pengembangan in tranet dan penggunaan akses i!i_tfqi.et, 
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi , generik, 
spesifik dan suplcmen yang terintegrasi, layanan rnanajernen 
data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan. layanan keamanan informasi e-Governmenl 
dan layanan sistem kornunikasi intra pernerintah di daerah; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



( 1) Uidang Telematikamcmpunyai Lugaspenyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur 
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
sorta pemantauan, cvaluasi, clan pelaporan di bidang layanan 
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik clan penyediaan akses inforrnasi, layanan 
narna domain dan sub domain bagi lernbaga, pelayanan publik 
dan kegiatan daerah, pcngembangan sumber daya teknologi 
informasi kornunilcasi pemerlntah daerah clan rnasyarakat, 
penyelenggaraan government chief information officer 
pcmerintah daerah dan penyelcnggaraan ekosistem teknologi 
informasi kornunikasismart city di Daerah. 

(2) Bidang Telernatika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dipimpin oleh Kcpala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas. 

Bagian Keempat 
Bidang Telernatika j 

Pasal 22 

Pasal 21 
J 

I 

I 
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(J] Seksi Pengelolaan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf a, mcmpunyai tugas pcnyiapan bahan 
perurnusan dan pelaksanaan kebijakan , penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pernberian bimbingan 
tcknis dan supervisi, serta pernantauan, evaluasi, dan 
pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data 
center.disaster recovery center clan teknologi inforrnasi 
kornunikasi, layanan pengembangan Intranet dan penggunaan 
akses internet di daerah. 

(2) Seksi Penyiaransebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) 
huruf b, mempunyai tugaspenyiapan bahan perurnusan dah 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur 
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

' serta pernantauan, cvaluasi, dan pelaporan terkait , fungsi 
Layanan pengernbangan dan pcngelolaan aplikasi generik, 
spesifik dan suplerncn yang terintegrasi, layanan manajemen 
data inforrnasi e-Oovernment dan integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan di daerah. 

(3) Scksi Pengembangan Perangkat Lunak dan Situs Web Daeralf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugaspenyiapan bahan perumusan dan 
pclaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur 
dan kritcria, dan pembcrian bimbingan tcknis dan supervisi, 
sorta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait 'fungsi 
layanan kearnanan inforrnasi dan e-Govcrnment dan layarian 
sistcm kornunikasi intra pemcriruah di daerah. 



! 
j 
r 

I 
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Pasal 23 
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat ( i I, Biclang Tclernatikamenyclcnggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

hubungan media, penguatan kapasitas sumber .daya 
kornunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan 
nama domain dan sub domain bagi lernbaga, pelayanan publik 
dan kegiatan daerah, pengembangan sumbcr daya teknologi 
informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, 
penyelenggaraan government chief information . officer 
perncrintah daerah, penyelenggaraan ekosistern teknolog] 
informasi komunikasismart citydi dacrah; 

b. penyiapan bahan pclaksanaan kebijakan di bidang layanan 
hubungan media, penguatan kapasitas sumber ,daya 
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.: layanan 
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik 
dan kegiatan daerah, pcngembangan sumber daya teknologi 
inforrnasi kornunikasi pcmcrintah daerah dan masyarakat, 
penyelenggaraan government chief information officer 
pcrnerintah daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi 
informasi kornunikasi smart city di daerah; "' 

C'. penyiapan bahan pcnyusunan norrna, standar, prosedur, dan 
kritcria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan medi!, 

,& 
penguatan kapasitas surnber daya komunikasi publik dan 
penyediaan akses informasi, layanan narna domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan publik clan kegiatan daerah, 
pengembangan surnbcr daya teknologi inforrnasi komunikasi 
pcmerintah dacrah dan masyarakat, penyelenggaraan 
government chief information officer (gcio) pemerintah daerah, 
pcnyelcnggaraan ekosistem tcknologi informasi komunikasi 
smart city di daerah; 

d. penyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang layanan hubungan media, penguat.an kapasitas sumber 
daya komunikasi publik dan penyediaan akses inforrnasi, 
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik clan kegiatan daerah, pengernbangan sumber 
daya tik pemerintah daerah dan masyarakat. penyelenggaraan 
government chief information officer pemerintah daerah, 

• penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi kornunikasi 
smart city di daerah: 

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang .layanan 
hubungan media, pcnguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik dan penvediaan akses informasi, layanan 
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik 
dan kegiatan daerah, pcngembangan surnbcr daya teknologi; ·: 
informasi kornunikasi pemerintah claerah dan masyarakat, 
penyctenggaraan ekosistem teknologi informasi kornunikasi 
smart city cti daerah; ~ 

I 
I 



(11 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur 
dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada 
bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas. 

Bagian Kelima 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

( l) Seksl Kajian Telernatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 
. "' 

24 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugasmenyiapkan bahan 
perurnusan da.n pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pernberian bimbingan 
tcknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, · <:!ail 
pelaporan tcrkait fungsi layanan hubungan media di daerah. 

(2) Scksi Aplikasi Tclematika sebagaimana dimaksud dalarn Pasa, 
24 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perurnusan dan pelaksanaan kcbijakan, pcnyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pernberian btmbingan 
teknis dan supervist. serta pernantauan, evaluasi, dan 
peiaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik dan penyediaan akses inforrnasi, serta 
layanan nama domain dan sub domain bagi lernbaga, 
pclayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber 
daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan 
masyarakat di daerah. 

(3) Scksi Standarisasi dan Audit sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf c, mernpunyai tugas penyiapan bahar, 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pcnyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pernberian bimbingan 
ieknis dan supervisi, serta pcmantauan, evaluasi, dan 
pelaporan terkait fungsi pcnyelcnggaraan government chief· 
information officer serta penyelenggaraan ekosistern teknologi 
informasi komunikasisrnart city di daerah. 

Pasal 26 

(1\ Bidang Telernatika, terdiri atas : 
a. Seksi Kajian Tclematika; 
b. Seksi /\plikasi Tclematika: 
c. Seksi Standarisasi dan Audit. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Kepala Bidang Telernatika . 

Pasal 24 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
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Pasal 25 



( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsi 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkung 
masing-rnasing maupun antar satuan organisasi dilingk.Ungan 
Pemerintah Daerah serta dcngan instansi lain . diluar 
Pcmcrintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sek.retaris dan 
Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai dcngan tugas pokok masing-rnasing. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal 29 

( l ] Kclornpok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 terdiri dari sejurnlah Aparatur Sipil Negara dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai bidang keahliannya. 

{2) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada, 
ayat ( l) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk olch Bupati dan ctalam rnelaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud · pada 
aya: (I) ditentukan bcrdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jcnis Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( !) diatur sesuai peraturan perundang-undangan .yang 
berlaku. 

Pasa.128 

Kelompol<JabatanFungsionalmempunyaitugasmelaksanakansebag 
iantugasteknisdinassesuaibidangkcahliannya. 

Pasal27 

(3i Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata ;Usaha 
clan .Jabatan Fu ngsional yang berada di bawah clan 
berianggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana .Teknis 
Dinas. 

(4) Kerentuan mengenai pembentukan dan susunan organisas] 
sorta tugas dan fungsi Unit Pelaksaria Teknis Dinas d.iatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl setelah dikonsultasikan 
secara tertulis kepada Gubernur. - 1 

Bagian Keenam 
Kelompok .Jabatan Fungsional 
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( 1) Dal am ha! Kepala Din as berhalangan, Sekretaris 
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan 
pcrunclang-undangan yang berlaku; 

• Pasal 36 

Dalam melaksanakan t.ugas, Kepala Dinas dibantu oleh · Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pernberian 
bimbingan kcpada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 35 

Pasal 34 

Dalam menyampaikan laporan, tembusan 
pula kepada satuan organisasi lain yang sccara 
mcmpunyai hubungan kerja. 

Setiap laporan yang ditcrirna olch Kepala Dinas dari bawahannya, 
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut clan untuk memberikan petunjuk teknis 
kepada bawahannya. 

Pasal 33 

Sckretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mcngikuti clan mematuhi petunjuk dan hertanggugjawab 
pada atasannya masing-masing clan menyarnpaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 32 

Kepala Dinas, mcmimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan mernberikan bimbingan serta petunjuk 
tcrhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Kepala Dinas wajib mengawasi pclaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing dan bila icrjadi penyimpangan agar mengambi! 
langkah-langkah yang diperlukan scsuai ketentuan perundang­ 
undangan yang bcrlaku. 

Pasal30 

Pasal31 
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(3) Sctiap pernimpin satuan organisasi dilingkungan Pernerimah 
Dacrah wajib melaksanakan pcngawasan melekat. 

I 
\" 



Pada saat Peraturan Bupau ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati 
Nornor 56 Tahun 2015 tcntang Penjabaran Tugas Pokok Dan 
Fungsi Dinas Pcrhul.Jungan Dan Kornunikasi Kabupaten Kolaka 
Timur (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 
Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal39 

BAB Vll 
1-:ETENTUAN PENUTUP 

1 

' 

( l) Kepangkaran, pengangkatan dan pernberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman ; pada 
pcraturan perundangan-undangan yang berlaku. . - 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olch Bupati ~}as 
usul Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas rnerupakan jabatan cselon 
pimpinan tinggi pratarna. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon .Tllb 
atau jabatan administrator. ""~ 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kcpala Seksi 
merupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas, 

(7) Pejabat esclon lll atau jabatan administrator dan Pejabatt; • 
eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat 
dan diberhcntikan olch Bupati atas usul Kepala Dinas melalui 
Sekrctaris Daerah. 

(8) Formasi dan pcrsyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten • 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pcdoman yang 
ditetapkan oleh Pcmcrintah. 

BABVI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna clan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pcmerintah Daerah dapat 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahpya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 37 

Pasal 38 

(2) Dalam hal Sckretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tuga_~ 
instansi tersebut untuk rnewakili Kepala Dinas. 
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SURYA IlAITA AMRA S::::.LLM 
Pembina, Gol, IV /a 

198003 i 7 200003 i 00 I 

Salinan scsuai clengan aslinya 
KEPALA BAG 1/\N I IUKUM, 

I - 

BCR!TA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 61 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR. 

Ditetapkan di Tirawu ta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

SAMSUL BAHRI MADJJD 

ttd 

Pih. SEKRET,\RIS DAERAl-l 
KABUPATEN KOLAl(A TIMUR, 

Oiundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desember 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini ctengan penernpatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

PasaJ 40 
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